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Kegiatan usaha perbankan meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan usaha
perbankan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengenaan PPN pada Bank
Umum pasca amandemen ketiga UU PPN dan terbitnya SE-121/PJ2010 dan untuk mengetahui sistem
pengenaan PPN padaindustri perbankan di negaralain yaitu Australia dan New Zealand. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah
studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengenaan PPN pada
sektor industri perbankan pasca amandemen ketiga UU PPN mengalami perubahan yang material yang
mengakibatkan terdapatnya ketidakpastian hukum. Terbitnya Surat Edaran Dirjen Pgjak Nomor SE-
121/PJ2010 mengenai penegasan perlakukan pgjak pertambahan nilai atas kegiatan usaha perbankan belum
dapat berlaku efektif sepenuhnya. Modifikasi sistem pengecualian yang diterapkan di Australia dan New
Zealand belum dapat diterapkan di Indonesia karena diperkirakan akan dapat mengakibatkan tergangunya
penerimaan pajak negara dan dapat memberatkan administrasi.

Banking activities include fund raising activities, disbursement of funds and other banking activities. The
purpose of this study was to determine differences in the imposition of VAT on Commercial Bank after the
third amendment of the VAT Act and the publication SE-121/PJ¥2010 and to determine the VAT system in
the banking industry in other countries like Australia and New Zealand. This study uses an approach that is
exploratory and descriptive. The research method used is a literature study with a qualitative approach.
Based on the research, the imposition of VAT on the banking sector after the third amendment of the VAT
Act are material changes that result in the presence of legal uncertainty. Publication SE-121/PJ2010
concerning affirmation treatment VAT on banking activities can not be fully effective. Modification of
exemption system that apply in Australiaand New Zealand can not be applied in Indonesia as expected may
result disturb state tax revenue and administrative burden.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364647&lokasi=lokal

